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ABSTRAK :  - bahwa untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu 
likuiditas wajib pajak kriteria tertentu dan menampung kebutuhan penyesuaian tata 
cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 16G huruf 
c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 
tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 
3262) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 
Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 
No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 
(LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),  
Permenkeu RI 39/PMK.03/2018 (BN Tahun 2018 No. 514) sebagaimana telah diubah 
dengan Permenkeu RI 117/PMK.03/2018 (BN Tahun 2019 No. 934), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu berlaku sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam 
hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan, terlambat menyampaikan SPT 
Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut, terlambat 
menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1  
(satu) tahun kalender, menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak 
setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang tidak diaudit oleh 
akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah, menyampaikan laporan 
keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria 
Tertentu yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan 
pemerintah dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian atau, dilakukan 
pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian 
permohonan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan yang meliputi penetapan 
Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku, Wajib Pajak tidak terlambat 
menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa 
untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut, Wajib Pajak tidak 
terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak 



dalam 1 (satu) tahun kalender, laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak 
setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik 
atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar 
tanpa pengecualian, dan Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang 
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih 
bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah), Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah), atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak 
Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan 
pada tanggal 30 Desember 2021. 

  - Lampiran: halaman 12-59. 

    

 


